
 

BUPATI SITUBONDO 
 

PERATURAN  

BUPATI SITUBONDO 

NOMOR 14 TAHUN 2007 

 

TENTANG 

 

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA PENUNJANG 

OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN SITUBONDO  

 

BUPATI  SITUBONDO, 

 

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 

2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota DPRD, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 

2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 

Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja penunjang 

Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan 

Komunikasi Intensif dan Dana Operasional, perlu adanya Peraturan 

Daerah yang mengatur tentang hal dimaksud ; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, 

dan sambil menunggu diterbitkannya Peraturan Daerah yang mengatur 

tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 

Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota DPRD, serta guna mendorong peningkatan kinerja Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo, dipandang perlu 
mengatur Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang 

Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Situbondo dengan Peraturan Bupati. 

Mengingat : 1. Undang-Undang   Nomor   12  Tahun  1950   tentang   Pembentukan 
Daerah-daerah  Kabupaten  dalam   lingkungan   Propinsi  Jawa  Timur  
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 ) ;   

2.  Undang-Undang Nomor  8 Tahun 1987 tentang Protokol ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363) ; 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 3851) ; 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan 
Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
206,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ; 

5. Undang-Undang  Nomor  17   Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara   
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ; 

SALINAN 
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6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan 
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310 ) ; 

7. Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara            
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ; 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara  ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ) ; 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional  ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4421 ) ; 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah                 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang         
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ) ; 

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah  ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ; 

13. Peraturan   Pemerintah    Nomor   28  Tahun  1972  tentang Perubahan  Nama   
dan   Pemindahan   Tempat  Kedudukan   Pemerintah   Daerah  Kabupaten 
Panarukan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 ) ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil  Kepala Daerah ( Lembaran Negara 
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor  4028 ) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416 ), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585) ; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah            
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ) ; 
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20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang 
Pedoman  Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2007 ; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional 
Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi 
Intensif dan Dana Operasional ; 

23. Peraturan Diretur  Jenderal Pajak Nomor 15/PJ/2006 tentang Perubahan 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-545/PJ/2000 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan,Penyetoran dan Pelaporan Pajak 
Penghasilan Pasal 21 dan pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan,jasa 
dan Kegiatan Orang Pribadi; 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Tahun 
2005 Seri A Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Situbondo Nomor 37) 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor  5 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 
2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran 
Daerah Tahun 2005 Seri A Nomor 06) 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor  1 Tahun 2006 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 
Situbondo  Tahun 2006 – 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Situbondo, Seri A Nomor 1). 

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen 

Dalam Negeri tanggal 30 April 2007 Nomor 188/390/BAKD Perihal 

Penyampaian Salinan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2007 dan 

Permendagri Nomor 21 Tahun 2007. 

 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI 

INTENSIF DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksudkan dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagi unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo, yang 

selanjutnya disebut DPRD adalah  lembaga perwakilan rakyat daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD. 

5. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya 

sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6. Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Kabupaten Situbondo. 
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7. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin 

Sekretariat DPRD Kabupaten Situbondo. 

8. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada 

Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya 

sebagai pimpinan dan anggota DPRD. 

9. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada 

Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong 

peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD. 

10. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi 

pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang 

berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna 

melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut 

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

 

BAB II 

TUNJANGAN PENGHASILAN  

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 

Pasal 2 

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD  terdiri dari : 

1. Uang Representasi ; 

2. Uang Paket ; 

3. Tunjangan Jabatan ; 

4. Tunjangan Panitia Musyawarah ; 

5. Tunjangan Komisi ; 

6. Tunjangan Panitia Anggaran ; 

7. Tunjangan Badan Kehormatan ; 

8. Tunjangan Keluarga ; 

9. Tunjangan Beras ; 

10. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya. 

 

BAB III 

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF 

DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN 

Bagian Pertama 

Tunjangan Komunikasi Intensif 

Pasal 3 

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada Pimpinan 

dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan 

Komunikasi Intensif. 

Pasal 4 

(1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan, sebesar 2 

(dua) kali Uang Representasi Ketua DPRD  

(2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 

1. Uang Representasi untuk Ketua DPRD adalah sebesar                 

Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah). 

2. Uang Representasi untuk Wakil Ketua DPRD adalah sebesar             

Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah). 
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3. Uang Representasi untuk Anggota DPRD adalah sebesar            

Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). 

(3) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibayarkan sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah). 

(4) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dibayarkan terhitung mulai tanggal 01 Januari 2007. 

(5) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dianggarkan pada Pos DPRD. 

Bagian Kedua 

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan  

Pasal 5 

Selain diberikan belanja penunjang kegiatan, untuk menunjang kelancaran 

pelaksanaan kegiatan operasional, kepada Pimpinan DPRD disediakan 

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan. 

Pasal 6 

(1) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 diberikan pada setiap bulannya sebesar 4 (empat) kali Uang 

Representasi Ketua DPRD ditambah 2 ½ (dua satu per dua) kali jumlah 

Uang Representasi seluruh Wakil Ketua DPRD yakni sebesar            

Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah). 

(2) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disediakan terhitung mulai tanggal 1 April 2007 

Pasal 7 

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan pertimbangan kebijakan pimpinan DPRD 

dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi. 

Pasal 8 

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD 

Pasal 9 

Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD selain 

penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dibebankan 

kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perpajakan. 

Pasal 10 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo. 

 

Ditetapkan di Situbondo 

pada tanggal 11 Mei 2007 

BUPATI SITUBONDO, 

 

ttd 

 

dr. H.ISMUNARSO 
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Diundangkan di Situbondo 

pada tanggal 11 Mei 2007 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 

SITUBONDO 

 

 

ttd 

 

Drs. H. KOESPRATOMOWARSO,M.Si. 

Pembina Tingkat I 

NIP. 010 104 956 

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2007 NOMOR  14 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SALINAN sesuai dengan Aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

 

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si 

Pembina (IV/a) 

19831221 200604 2 009 

 


